SALINAN

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat :

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan

[u—

Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Desa;

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagiamana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 254);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
230);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun
2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 241);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7
tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuanga Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun
2016 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa di Kabupaten sukoharjo Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 56);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi
Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Hasil Retribusi Daerah
Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2017 Nomor 17);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18);
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Kode Bidang dan Kegiatan dan Kode Rekening
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 28);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2017 Nomor 48);

Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177);

Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa
(Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

Menetapkan

DAN
KEPALA DESA MALANGAN
MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 2.293.226.486,00

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 668.869.534,00
b. Bidang Pembangunan Rp. 1.320.230.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 45.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 235.520.000,00
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0.00
Jumlah Belanja Rp. 2.270.569.634,00
Surplus/Defisit Rp. 22.656.852,00

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 19.151.571,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a—-b) Rp. 19.151.571,00




Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 14 Februari 2018

KEPALA DESA MALANGAN
ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 14 Februari 2018
SEKRETARIS DESA MALANGAN
ttd
MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2018 NOMOR 1



